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ABSTRAKSI
Nama : Muhammad Rozan Dwi Putra
NIM :202210110311487
Judul : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)
Pembimbing : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.
Sumali, S.H., M.Hum.

Penelitian ini menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam
mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada studi
kasus pemberhentian Hakim Aswanto. Sebagai negara hukum, UUD NRI 1945 menjamin
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi lembaga lain. Namun,
pengusulan pemberhentian sepihak oleh DPR memicu polemik konstitusional terkait batas
kewenangan lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan DPR mengusulkan pemberhentian
Hakim Aswanto adalah inkonstitusional. Berdasarkan Undang-Undang NRI 1945, DPR
memiliki kewenangan atributif untuk mengusulkan pengangkatan calon hakim dan
begitupun berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa DPR menjadi salah
satu lembaga yang menjadi pengusul hakim Mahkamah Konstitusi, namun tidak memiliki
wewenang untuk mengusulkan pemberhentian hakim di tengah masa jabatan, kecuali atas
permintaan Ketua MK dengan alasan yang limitatif seperti pelanggaran etik berat atau
pidana. Tindakan DPR yang didasarkan pada evaluasi Kinerja produk putusan hakim
melanggar prinsip security of tenure dan independensi kekuasaan kehakiman, serta
mencederai mekanisme checks and balances. Konsekuensinya, Keputusan Presiden Nomor
114/P/2022 yang mengesahkan pemberhentian tersebut dinilai cacat hukum karena
seharusnya pun  presiden dapat menolak untuk menerbitkan Keputusan Presiden
berdasarkan usulan yang inkonstitusional dari Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kewenangan lembaga pengusul terbatas pada proses seleksi awal,
dan diperlukan penegasan regulasi untuk mencegah intervensi politik yang dapat
melemahkan indepedensi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Konstitusi.

Kata Kunci: Independensi Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Dewan
Perwakilan Rakyat
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ABSTRACT
Name : Muhammad Rozan Dwi Putra
NIM 1 202210110311487
Title : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI
Advisor : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.
Sumali, S.H., M.Hum.

This study analyzes the authority of the House of Representatives (DPR) in
proposing the dismissal of Constitutional Court (MK) judges, with a focus on the case study
of the dismissal of Judge Aswanto. As a constitutional state, the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia guarantees an independent judiciary that is free from interference
by other institutions. However, the DPR's unilateral proposal to dismiss Judge Aswanto
has sparked a constitutional debate regarding the limits of the legislative branch's
authority over the judiciary. This study uses a normative juridical method with a legislative,
conceptual, and case study approach. The results of the study show that the DPR's action
in proposing the dismissal of Judge Aswanto is unconstitutional. Based on the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, the DPR has the attributive authority to propose
the appointment of judge candidates, and likewise, based on the Constitutional Court Law,
the DPR is one of the institutions that proposes judges for the Constitutional Court. but it
does not have the authority to propose the dismissal of judges in the middle of their term,
except at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court for limited reasons
such as serious ethical violations or criminal offenses. The DPR's action, which was based
on an evaluation of the performance of the judge's decisions, violates the principles of
security of tenure and independence of the judiciary, and undermines the checks and
balances mechanism. Consequently, Presidential Decree No. 114/P/2022, which ratified
the dismissal, is considered legally flawed because the president should have been able to
refuse to issue a Presidential Decree based on an unconstitutional proposal from the House
of Representatives. This study concludes that the authority of the proposing institution is
limited to the initial selection process, and regulatory clarification is needed to prevent
political intervention that could weaken the independence of the judiciary exercised by the
Constitutional Court.

Keywords: Independence of Judicial Power, Constitutional Court, People's
Representative Council

Vi
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KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil’alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta’ala Sang
Pemilik Alm Semesta dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ANALISIS
YURIDIS KEWENANGAN DEWAN - PERWAKILAN RAKYAT DALAM
MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)”. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta
tuturkan kepada tokoh revolusioner sejati, Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai
suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiarnya hingga Kini
penulis dapat merasakan indahnya iman, Islam, dan ihsan.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak
terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skirpsi banyak
melalui- beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini
mempunyai hikmanya masing-masing. Berbagai -cobaan datang menghampiri namun
sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;

“bersama kesulitan pasti-ada kemudahan”, maka dari itu penulis terus berusaha dengan
ikhtiar dan doa penulis. yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan
perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan
skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka
dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada
Bapak Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H. (Ayahanda) dan Ibu Mariyati (Ibunda), yang
mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan yang

terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak lelakimu ini menjawab doa-doa yang
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senantiasa engkau panjatkan di dalam setiap sujudmu. Teruntuk Ayah, penulis
mengucapkan terimakasih banyak sudah mau menjadi sosok panutan dan inspirasi penulis
untuk kemudian memilih pendidikan dibidang hukum dan insyaallah juga nanti bisa
berkarier sebagai seorang dosen layaknya seperti ayah, terimakasih banyak sudah
mendorong penulis yang sudah 3 tahun gapyear untuk tetap mau melanjutkan pendidikan
di bangku perkuliahan, terimakasih banyak sudah mau memberikan banyak ilmu serta
buku-bukunya sebagai bekal penulis selama berkuliah, selalu memberikan masukan dalam
setiap langkah penulis dalam mengambil keputusan di dunia kampus seperti mengikuti
HMI, KRD, tugas-tugas penulis, lomba-lomba yang penulis ikuti, hingga skripsi inipun
banyak bersumber dari masukan ayah. Teruntuk Ibu, penulis mengucapkan banyak-banyak
terimakasih atas kesabaran, kasih sayang dan nasehat yang selalu diberikan. Meskipun ibu
bukanlah seorang sarjana, namun ibu berhasil mencetak anak-anak hebat yang semuanya
adalah sarjana. Terimakasih senantiasa memenubhi segala kebutuhan dan mendukung segala
langkah yang penulis ambil selama masa kuliah. Untuk kedua orang tua penulis, sekali lagi
penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin air mata yang
pernah mengalir dari mata ayah dan ibu akibat ulah penulis. Serta tak bosan-bosan penulis
mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua yang telah diberikan. Untuk
ayah dan ibu penulis tolong hiduplah lebih lama lagi untuk melihat kesuksesan anak
bungsumu ini.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan
kepada Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama
penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas
akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai
kompetisi dan kegiatan yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang

tak terhingga kepada bapak Sumali, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis dalam
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menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan
bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam perjalanan penulis berkuliah.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga, sahabat,
dan rekan-rekan yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara
khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Teruntuk Kakak-kakak Penulis Fidyah, Angga, Mayang, Suci, Rezal, Fadlun,
Sani, dan Arie Terimakasih banyak penulis ucapkan atas segala dukungan yang
diberikan kepada penulis baik dalam bentuk ilmu, moril maupun materil sehingga
penulis senantiasa merasa berkecukupan selama berkuliah di Malang dan bisa

menyelesaikan studi di perantauan ini.

2. Teruntuk Saudara dan Saudari Presidium Penulis Fariz, Fira, Yara, Yanti, Mia,
Bang Pujo, Bang Fauzan, Dista, Domes, Fikri, Tegar, Nabila, Yusuf, Pipit,
Bagas, Farel. Abang mba angkatan 19, 20, dan 21 serta adik-adik penulis
angkatan 23, 24, dan 25 serta seluruh keluarga besar HIMPUNAN
MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT HUKUM UMM Terimakasih banyak
sudah memberikan perasaan yang nyaman layaknya sebagai keluarga selama di
Malang. Terimakasih banyak atas ilmu, pengalaman, dukungan, pertolongan dan
segala amanah yang telah diberikan selama berproses di “OMAH IDE 47” ini.
Bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga besar nan hebat ini, semoga bisa
bertemu di-titik terbaik masing-masing. “HMI BOLEH BUBAR, TAPI OMAH

IDE 47 TIDAK BOLEH”.

3. Terkhusus Untuk Yanti dan Fira Terimakasih banyak sudah mau direpotkan sejak
pertama kali kita kenal dan berteman hingga sampai saat ini, terimakasih banyak

atas bantuan-bantuan yang telah kalian berikan.
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Bang Daffa, Bang Fito, Bang Rigel, Bang Arief, Bang Zanuar, Bang Pujo, dan
Bang Fauzan Terimakasih banyak atas bimbingan, limu, dukungan, pertolongan,

serta canda dan tawanya selama ini.

Terkhusus untuk adik-adik penulis Geary, Fahmi, Bowo, dan Abdul terimakasih

sudah menjadi adik penurut, baik, dan selalu mau untuk Abang repotkan ya.

Terkhusus untuk Aprilia Natasya Putri selaku pembicara pertama dan Cintya
Mei Puspitasari selaku pembicara kedua yang telah banyak menemani penulis
mengukir beragam prestasi debat tingkat nasional, penulis mengucapkan
terimakasih banyak, taklupa kepada Bang Febri, Mba Ana, Bang Yussya, Mba
Ririn, dan Mba Puji Terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmunya selama
saya mengikuti berbagai kompetisi debat, serta seluruh keluarga besar Komunitas
Riset dan Debat (KRD) FH UMM Terimakasih banyak atas wadah dan

kesempatan yang diberikan.

Teruntuk keluarga besar Kelas Internasional Hukum 22 Terimakasih atas waktu
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terimakasih atas banyak cerita hebat yang kalian berikan. Terkhusus untuk Akmal,

Nasya, dan Fayes terimakasih banyak atas suka duka dan canda tawanya.

Teruntuk teman-teman P2KK penulis yang masih setia sampai saat ini Filza,
Tarisa, Elda, Yuke, Akram, dan Jessi Terimakasih banyak atas canda dan
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yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang
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Akhir kata dari penulis ”Nothing is coincidence, every soul you meet is
written in your destiny to teach you, to heal you or love you.” Dalam setiap
perjalanan yang kita lalui di kehidupan ini, akan banyak orang-orang yang Kita
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abadi, penulis akan senantiasa merekam semua memori baik dengan kalian dalam

ingatan terdalam penulis, Terimakasih.

Malang, 20 Januari 2026

Muhammad Rozan Dwi Putra
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